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Á UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Á PP No. 23/2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU ;

Á Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan
Barang/Jasapada BLU ;

Á Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan
Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas,dan Pegawai BLU ;

Á Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas PMK
No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas,dan Pegawai BLU ;

Á Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas
BLU ;

Á Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan
Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi
Pemerintah Untuk Menerapkan PK BLU ;

Á Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan BLU ;

Á Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan
Anggaran serta PelaksanaanAnggaran BLU .

Á Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman
pada BLU ;

Á Peraturan Menteri Keuangan No. 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan
Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
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JENIS INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

INSTA N

SI

INSTANSI PEMERINTAH

INSTANSI PENGGUNA PNBP

SATKER BLU

BADAN USAHA MILIK NEGARA 

(BUMN/D - PROFIT)
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pasal 1 PP no. 23/2005

PENGERTIAN SATKER BLU

Instansidi lingkunganPemerintah
yang dibentukuntuk

memberikanpelayanankepada
masyarakatberupapenyediaan
barangdan/ataujasayang dijual
tanpamengutamakanmencari

keuntungandandalam
melakukankegiatannya

didasarkanpadaprinsipefisiensi
danproduktivitas.
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Pasal 2 PP No. 23/2005

MAKSUD  & TUJUAN BLU

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsamelalui:

Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan 
prinsip ekonomi, efisien, efektif dan produktivitas.

Penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pengamanan aset negara yg dikelola BLU.
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MANFAAT BLU

Memberikan pelayan yang prima dengan berorientasi pada 
kepuasan konsumen.

Mengoptimalkan PNBP dan mengefisienkan belanja BLU.

Mereformasi birokrasi BLU dan mewujudkan good 
governancedengan melaksanakan prinsip efisien, efektif, 
ekonomis, produktif, transparan dan akuntabel.

Melakukan pengelolaan keuangan yang mandiri dan 
otonom.
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KARAKTERISTIK SATKER BLU

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan

kekayaan negara yang dipisahkan)

2. Menghasilkan barang/ jasa yang seluruhnya/ sebagian

dijual kepada publik

3. Tidak semata-mata mencari keuntungan (laba)

4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan

produktivitas ala korporasi

5. Rencana kerja/ anggaran dan pertanggung jawaban

dikonsolidasikan pada instansi induk

6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan secara langsung

7. Pegawaidapat terdiri dari PNSdan Profesional Non-PNS

8. Bukan sebagai subyek pajak
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FLEKSIBILITAS BLU (1)

Pendapatan 
dapat 

digunakan 
langsung  dan 

SPJ 
pengesahannya 
dgn SP3B BLU 
yang diajukan 

ke KPPN 
paling lambat 
triwulanan.

Pengelolaan 
belanjaPNBP 
dpt dilakukan 

sepanjang 
masih dalam 
ambang batas 

(flexible 
budget).

Pengelolaan 
kas dgn 
investasi  

jangka pendek  
(dalam bentuk 

deposito).

Pengelolaan 
piutang dengan 
memberikan 
piutang, dan 
menghapus 

piutang 
bersyarat.
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FLEKSIBILITAS BLU (2)

Pengelolaan utang jangka 
pendek dan jangka 

panjang . 

Pengelolaan Barangyang 
meliputi penghapusan 
barang inventaris  dgn 

alasan efisiensi dan 
efektivitas, dan 

melakukan kerja sama 
aset tetap dalam rangka 
TUSI BLU (termasuk 

ATM/ kantor kas bank, 
kantin dan cafe, parkir, 

sewa aula/training center, 
sewa sarana olah raga, 
dan sewa wisma/guest 

house).

Pengelolaan surplus 
sebagai saldo kas, dapat 
digunakan untuk biaya 

operasional (Bel barang 
maupun Modal) pada 

tahun anggaran 
berikutnya.
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KEWAJIBAN SATKER BLU (1)

Menyusun Rencana Strategis Bisnis 

Menyusun Rencana Kerja/Anggaran  Satker

Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Membuka Rekening BLU dgn izin Menkeu

Pengajuan SP3B utk pertanggung jawaban

Menyusun Laporan Keuangan ( SAK dan SAP )
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KEWAJIBAN BLU (2)

Membuat Sistem Akuntansi Keuangan yg
ditetapkanolehmenteri teknisbersangkutan

Mengusulkan tarif perjenis layanan kpd
MenkeumelaluiMenteri/PimpinanLembaga

Membentuk SatuanPemeriksaanIntern

MembuatSOPpengelolaankeuangan

MembentukDewasbagiyangtelahmemenuhi
persyaratan.
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TATA KELOLAPTN PK-BLU 

Åtunduk pada peraturan perundangan yang 
berlaku pada masing -masing kementerian .

ÅJika terjadi perubahan kelembagaan,
berpedoman pada ketentuan Menteri PAN & RB

KELEMBAGAAN

Återdiri atas Pemimpin , Pejabat Keuangan , dan Pejabat
Teknis.

Ådapat terdiri dari PNS dan profesional non PNS

ÅNomenklatur pejabat pengelola BLU disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku di Instansi BLU

PEJABAT 
PENGELOLA 

ÅPembinaan teknis oleh Menteri

ÅPembinaan keuangan oleh Menteri Keuangan          
(Dalam pelaksanaannya oleh Dewan Pengawas)

PEMBINAAN 
DAN 

PENGAWASAN 

ÅPejabat pengelola dapat dibe ri remunerasi

ÅDitetapkan  berdasarkan peraturan Menteri 
Keuangan atas usul Menteri

REMUNERASI



KELEMBAGAANPTN PK-BLU
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NO. PEJABAT 
PENGLOLA BLU

NAMA UNIT/PEJABAT
PADA PTN 

1.

2.

3.

4.

5.

PimpinanBLU

Pejabat Teknis

PejabatKeuangan

Satuan pemeriksaan intern

Dewan Pengawas

Rektor

ÅFakultas/Jurusan
ÅLembaga/Unit Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat
ÅBiro 
ÅUPT
Åunit teknis lainnya

Pejabat yang tugasnya relevan (PR/ 
Kepala Biro yang mengelola 
keuangan/pejabat yang ditunjuk)

ÅSatuanPengawasIntern (SPI)
ÅInspektoratJenderalKemdikbud

DewanPengawas



TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
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Pimpinan BLU:

a. menyiapkan rencana strategis bisnis;

b. menyiapkan rencana bisnis anggaran (RBA);

c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan

pejabat teknis sesuai peraturan perundang-

undangan;

d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja

operasional dan keuangan BLU.

1



TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
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Pejabat Keuangan:

a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;

b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

e. melakukan pengelolaan utang-piutang;

f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, 

dan investasi BLU;

g. menyelenggarakan system informasi manajemen

keuangan; dan

h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan.

2
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Pejabat Teknis BLU :

1. menyusun kegiatan teknis di bidangnya;

2. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; 

dan

3. mempertanggungjawabkan kinerja

operasional di bidangnya.

3

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU



TUGAS DAN FUNGSI PEJABATPTN PK-BLU
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Satuan Pengawas Internal :

Melaksanakan pemeriksaan intern 

Berkedudukan langsung di bawah Pimpinan 

BLU

Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi 

dengan Aparat PengawasanIntern Pemerintah

(APIP) Kemdikbud

4
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5. KEWAJIBAN DEWAS (1)

Menelaah RKA K/L dan RBA serta kebenaran pencantuman saldo awal 
dan saldo akhir pada RBA dan DIPA.

Menadatangani RBA selaku pihak yang mengetahui RBA.

Memberikanpendapatdansaran kepadaMenteri/ PimpinanLembaga
danMenteri KeuanganmengenaiRSB danRBA.

MelaporkankepadaMenteri/PimpinanLembagadanMenteri
Keuanganjika terjadi gejalapenurunankinerjaBLU.

MengikutiperkembangankegiatanBLU, memberikanpendapatdan
saran kepadaMenteri/PimpinanLembagadanMenteri Keuangan.



PMK 109/PMK.05/2007
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5. KEWAJIBAN DEWAS (2)

Memberikan masukan, saran, atau tanggapan 
atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU 

kepada pejabat pengelola BLU.

Memberikan masukan, saran, atau tanggapan 
atas kelayakan, kualitas, jumlah dan harga 

barang yang dibeli.

Mengawasidan memberikan nasehat 
pelaksanaanpengelolaankeuanganBLUdan 

kepatuhanterhadapperaturan.



Ç Memberikan persetujuan penghapusansecara

bersyarat terhadap piutang BLU denganjumlah

lebih dari Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta per

penanggungutang.
PMK 230/PMK.05/2009

Ç Memberikan persetujuan atas pinjaman jangka

pendek untuk peminjamanyang bernilai di atas

10% s.d. 15% dari jumlah pendapatanBLU TA

sebelumnyayangtidak bersumberdari APBN dan

hibahterikat.
PMK 77/PMK.05/2007
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5. KEWAJIBAN DEWAS (3)



SUSUNAN KEANGGOTAAN 

DEWAN PENGAWAS PTN PK-BLU
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ÅDipilih dari anggota melalui rapat DewasKetua

ÅMasa jabatan (lima) 5 tahun

ÅDapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan berikutnya

Anggota

ÅDipimpin oleh seorang Sekretaris

ÅBerasal dari PTN dan diangkat oleh 
Pimpinan PTN dengan persetujuan 
Dewas

Sekretariat



Persyaratan

JumlahAnggota

NilaiOmzetTahunan

(sesuaiLRA)

NilaiAset

(sesuaiNeraca)

Rp15 - 30 milyar Rp75 - 200 milyar 3 orang: 1 darikementerianteknis

1 darikementeriankeuangan

1 daritenagaahli/profesional

>Rp30 milyar > 200 milyar 3 orangtsbdi atas, atau

5 orang:   2 darikementerianteknis

2 darikementeriankeuangan

1 daritenagaahli/profesional

22

PERSYARATAN KEANGGOTAAN DEWAS



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) PTN PK-BLU
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1. RBA berfungsi sebagai dokumen penganggaran serta 

dasar pelaksanaan kegiatan BLU.

2. BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada 

rencana strategis bisnis.

3. RBA memuat seluruh program, kegiatan, anggaran 

penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/

belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo 

akhir kas BLU.

4. RBA disusun berdasarkan:
a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya;
b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan dan
c. basis akrual.

5. RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel ( flexible   
budget ) dengan suatu Persentase Ambang Batas



ÇRBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan

pendapatandisertaidenganStandarPelayananMinimum(SPM)

danbiayadari output yangdihasilkan.

ÇRBA BLU merupakanbagiandari RKA-KL yangpadaakhirnya

sebagaidasaruntuk menyusunDIPABLU

ÇRBA:

o ditandatanganioleh pemimpinBLU

o diketahuioleh DewanPengawas

o disetujuioleh Menteri/Ketualembaga.

24

KEDUDUKAN RBA
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A. Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan 

yang diberikan kepada masyarakat

B. Hibah tidak terikat dan/ atau hibah terikat yang 

diperoleh dari masyarakat atau badan lain,

C. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/ 

atau hasil usaha lainnya,

D. Penerimaan lainnya yang sah dan/ atau

E. Penerimaan anggaran yang bersumber dari 

APBN

ÅPendapatan  Jasa 

Lemb Keu

ÅHasil penjualan 

Aset Tetap

ÅPendapatan Sewa

Ps. 2 ay 4,7,8

SUMBERPENDAPATAN BLU



-Bel. Pegawai, barang & modal dari APBN

-Penarikan dana dgn SPM

Dapat dikelola 

langsung sesuai RBA

Alokasi APBN

Imbalan Jasa BLU

Hibah Terikat

Hasil Kerjasama

Dgn Pihak Lain
PNBP

K/L

Sesuai persyaratan 

pemberi hibah



BELANJA PTN PK-BLU
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1. Terdiri dari unsur biaya sesuai struktur biaya dalam RBA 

definitif

2. Diselenggarakan secara fleksibel mengikuti praktek bisnis 

yang sehat

3. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang 

batas yang ditetapkan dalam RBA

4. Belanja melebihi pagu DIPA BLU namun masih dalam 

ambang batas dapat dilakukan mendahului revisi DIPA BLU.

5. Belanja melebihi ambang batas harus mendapat 

persetujuan Menkeu atas usulan pimpinan K/L (revisi DIPA).

6. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa 

K/L



SURPLUS ANGGARAN PADA PTN PK-BLU
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1. Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya , kecuali atas perintah Menkeu ,
sesuai dengan kewenangannya , disetorkan sebagian
atau seluruhnya ke Kas Umum Negara .

2. Surplus tersebut diestimasikan dalam RBA tahun
anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya

3. Surplus BLU adalah selisih lebih antara pendapatan
dan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan
keuangan operasional berbasis akrual pada suatu
periode anggaran

4. Penggunaan saldo awal kas BLU:
a. Menambah pagu belanja pada DlPA BLU (melalui revisi DIPA

BLU) .

b. Menutup selisih (mismatch) antara jumlah kas yang
tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang
diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang
diproyeksikan .


